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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan dalam persepsi agama Islam disebut dengan kata 

nikah, yang mempunyai arti “melakukan suatu aqad nikah atau 

perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita 

untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak dengan dasar 

sukarela dan keridhoan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup 

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-

cara yang di ridhoi oleh Allah”.1 

Setelah dilangsungkannya perkawinan, maka akan muncul akibat-

akibat dari perkawinan tersebut, antara lain, hak dan kewajiban bagi 

suami dan istri, hak dan kewajiban terhadap harta dalam perkawinan, 

kedudukan anak serta akibat hukum lainnya. Makna dari suatu 

perkawinan yang diyakini oleh masyakarat adalah sebagai suatu 

peristiwa yang sakral dan sangat berpengaruh ke dalam kehidupan 

kedua mempelai, karena perkawinan merupakan langkah awal untuk 

membentuk suatu keluarga/rumah tangga seperti yang tercantum 

dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 

                                                        
1Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan 

(Yogyakarta: Liberty, 1999), 8. 



“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah”.2 

Pengertian dari perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya singkat 

dengan Undang Undang Perkawinan), adalah “Perkawinan merupakan 

ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang lelaki dengan 

seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai 

dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan tidak hanya membuat 

suatu komitmen, tetapi mempunyai makna yang lebih luas daripada 

itu.3 

Pasal 2 Undang Undang Perkawinan, telah merumuskan kriteria 

sah atau tidaknya suatu perkawinan, yaitu :4 

Ayat (1) :  “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu”. 

Ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku”. 

Pencatatan perkawinan yang dimaksud dibuktikan dengan adanya 

buku nikah sebagai bukti otentik/alat bukti tertulis yang sah bagi 
                                                        

2Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan 
Di Bawah Umur,” Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang Vol. 6 No., no. ISSN : 

2302-2752 (2017): 35. 
3Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 

2. 
4M.Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), hlm 15. 



pasangan suami/isteri untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk 

kepentingan pribadi suami/isteri maupun untuk kepentingan anak.5 

Perkawinan di Indonesia, pada kenyataannya memiliki banyak 

permasalahan, antara lain perkawinan yang dilakukan menurut hukum 

agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang 

muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non muslim, atau sering disebut 

dengan Nikah Siri. Imam Maliki memaknai nikah siri sebagai “nikah 

atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus 

merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya”. 

Perkawinan secara siri, adalah sah secara hukum agama tetapi tidak 

sah menurut hukum negara. Perkawinan siri ini hanya dilangsungkan 

dihadapan pemuka agama sebagai penghulu atau dilangsungkan di 

hadapan tokoh masyarakat menurut adat-istiadat saja, akibatnya, 

meskipun secara agama atau adat dianggap sah, tetapi tetap saja tidak 

mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak sah secara hukum 

negara. Hal ini sangat merugikan isteri dan anak yang dilahirkan dari 

perkawinan siri tersebut, baik secara hukum maupun sosial.6 

Pentingnya pencatatan perkawinan untuk keabsahan dari 

perkawinan disebabkan akibat hukum yang ditimbulkan dari 

perkawinan tersebut baik hubungan antara orang tua dengan 

                                                        
5Regina Hutabarat, Asas Asas Dalam Perkawinan Di Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986), hlm 

58. 
6Muhammad Rachardi, “Akibat Hukum Yang Tidak Di Catatkan Ketika Salah 

Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Media, 2018, 3. 



keturunannya maupun akibat yang timbul terhadap harta kekayaan 

orang tua. Bagi Umat Islam, Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam telah mengatur mengenai akibat hukum dari hubungan 

orang tua dengan anak seperti yang dimaksud. Agama Islam sangat 

mengajurkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan 

perkawin, karena memiliki tujuan untuk memelihara kehormatan diri 

(hifzh al’irdh) agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan 

tercela/terlarang. Perkawinan juga memiliki tujuan untuk melanjutkan 

keturunan yang sehat, dan menjadikan kehidupan rumah tangga yang 

penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri, serta saling membantu 

untuk kesejahteraan bersama”.7 

Selain berakibat terhadap timbulnya hak dan kewajiban suami 

dan isteri, menjadikan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan 

bahagia, mengurus dan memberikan kasih sayang kepada anak,  

perkawinan juga akan berakibat kepada masalah harta kekayaan. 

Kewajiban suami tentu saja untuk menafkahi keluarganya, yang 

kemudian akan menghasilkan harta dalam perkawinan tersebut, 

walaupun pada kenyataannya di masa kini banyak isteri yang bekerja 

untuk membantu perekonomian keluarga. Harta kekayaan yang 

dihasilkan suami atau isteri selama perkawinan mereka, sepanjang 

tidak diatur dalam perjanjian perkawinan pisah harta, maka akan 

menjadi harta bersama. 

                                                        
7Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan 

Gender) (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm 101. 



Harta kekayaan dalam perkawinan ini diatur dalam hukum harta 

kekayaan. Hukum harta kekayaan menurut Rosdalina Bukido adalah 

“peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia 

yang bernilai uang. Hak dan kewajiban timbul karena adanya 

hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya”.8 

Harta kekayaan yang diperoleh suami/isteri dalam perkawinan 

menimbulkan akibat hukum baru, apabila salah satu dari pasangan 

tersebut meninggal dunia, yang kemudian disebut dengan harta 

peninggalan. Harta peninggalan dari suami/isteri tersebut akan 

menjadi harta warisan bagi salah satu pasangan yang ditinggalkan dan 

anak yang lahir dari perkawinan tersebut.  

Dalam Islam, cara untuk mengalihkan harta warisan kepada para 

ahli waris diatur dalam hukum waris. Ada tiga hal yang menjadi inti dari 

hukum waris menurut Hukum Islam yaitu adanya seseorang yang 

meninggal dunia, adanya harta peninggalan, dan ada ahli waris yang 

berhak atas harta peninggalan tersebut.9 Hukum waris Islam juga 

mengatur mngenai ketentuan siapa saja yang termasuk dalam ahli 

waris yang berhak atau yang tidak berhak menerima warisan. 

Penyebab terjadinya pewarisan menurut Hukum Islam ada 4 hal, 

yaitu, pertama, karena adanya hubungan perkawinan antara si mayit 

dengan orang tersebut. Kedua, karena adanya hubungan nasab dengan 

si mayit baik ibu, bapak, kakek/nenek, dll. Ketiga, karena 

                                                        
8Rosdalina Bukido, Hukum Adat (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 138. 
9Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1998), hlm 104. 



memerdekakan si mayit. Keempat, karena beragama yang sama yaitu 

agama Islam. Sedangkan, seorang ahli waris akan terhalang untuk 

mendapatkan warisan disebabkan oleh 3 hal, yaitu, Pembunuhan 

terhadap si pewaris, perbedaan agama dan perbudakan.10 

Selain 3 penghalang sebagai mana tersebut di atas, status anak 

sebagai anak luar kawin juga menjadi penghalang anak tersebut untuk 

menjadi ahli waris, sehingga anak luar kawin tidak dapat mewarisi 

harta dari orang tuanya. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan 

oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah 

dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di dalam rahimnya. 

Anak tersebut tidak mendapatkan kedudukan yang sempurna di mata 

hukum seperti anak sah. Dapat disimpulkan bahwa anak tidak sah 

adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat suatu perkawinan yang 

tidak sah.11 

Perkawinan yang tidak sah dimata hukum negara, dapat saja sah 

secara agama, atau sering disebut perkawinan siri. Bagi pasangan yang 

melakukan perkawinan siri, menurut ketentuan Undang-Undang 

Perkawinan, hubungan perkawinan yang terjadi tidak memiliki 

kekuatan hukum. Hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan 

untuk suami dan isteri juga tidak mendapat perlindungan hukum. 

Begitupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut, anak 

                                                        
10Muhammad Ali Ash Shabuniy, Hukum Waris Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 

hlm 58. 
11M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan 

Kewarisan Menurut KUH Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 16. 



tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya serta 

keluarga dari ibu yang melahirkannya saja, dikarenakan anak yang 

dilahirkan dari pernikahan siri tersebut masuk dalam golongan anak 

luar kawin.12 

Undang-Undang pada intinya hanya melindungi perkawinan yang 

dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut 

hukum agama dan kepercayaan-Nya itu lah yang diakui sah, serta 

perkawinan tersebut dicatat murut hukum negaralah yang diakui. Fakta 

yang terjadi adakala perkawinan tidak dicatat secara administrasi, 

sehingga perkawinan tersebut tidak membawa akibat dari hukum 

negara.  

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan 

perkawinan, hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat (2), yang 

menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kata 

“tidak mempunyai kekuatan hukum”, menurut H. M. Anshary, 

mengartikan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada 

(never existed), dan akibat lebih jauh lagi dari perkawinan tersebut 

tidak ada perlindungan hukum (no legal protect), karena dengan 

adanya kekuatan hukum dari suatu perkawinan, maka hak-hak hukum 

dari semua pihak dalam perkawinan tersebut akan dijamin, sehingga 

                                                        
12Pahlefi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 

Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri,” JURNAL ILMU HUKUM, 2015, hlm 67. 



tidak ada pihak yang dirugikan. Seorang isteri dapat menuntut nafkah 

lahir dari seorang suami, begitu juga hak waris anak terhadap harta 

pewaris tidak akan hilang, meskipun andaikata pewaris tidak 

menginginkan hartanya jatuh ke tangan anaknya. Keadaan tersebut 

merupakan suatu perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dari 

perkawinan yang sah.13 

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan definisi dari anak sah 

di dalam Pasal 42, yaitu "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian 

dilanjutkan lagi dalam Pasal 43 ayat (1), yang berbunyi "Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan ayat (2) berbunyi 

"Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah”. Peraturan pemerintah yang di maksud 

dalam ayat (2) tersebut di atas sampai dengan saat ini belum dibentuk 

oleh pemerintah, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Undang 

Undang Perkawinan, apabila pengaturannya tidak dijelaskan di dalam 

Undang Undang Perkawinan, maka mengenai kedudukan anak luar 

kawin berlakulah ketentuan dalam KUHPerdata (bagi yang beragama 

bukan Islam), atau peraturan-peraturan lain mengenai perkawinan, 

                                                        
13M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 

Nasional (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm 133. 



bagi yang beragama Islam diatur dalam AlQur’an hadits, yang 

dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.14 

Kedudukan hukum seorang anak terhadap ayah nya ditentukan 

berdasarkan status kelahiran anak tersebut. Anak sah memiliki 

kedudukan hukum yang sah di mata hukum, sehingga secara 

administratif memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya. 

Berbeda dengan kedudukan anak luar kawin, secara administratif 

dalam kehidupan di tengah masyarakat sehari-hari tentunya akan 

mengalami kesulitan. Diskriminasi perlakuan hukum masih terlihat 

terhadap anak dari hasil perkawinan tidak tercatat, anak luar kawin, 

anak zina maupun anak sumbang. Anak-anak tersebut harus 

menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya, seperti anak zina dan 

anak sumbang tersebut menjadi korban dari perbuatan terlarang yang 

dilakukan oleh orang tuanya. Pada kenyataannya anak-anak tersebut 

tidaklah dapat memilih dari rahim siapa mereka dilahirkan. Penyebutan 

dan status anak-anak  tersebut sangatlah rendah dan hina di pandang 

oleh sebagian masyarakat, begitu pula dalam hal kesejahteraan dan 

hak keperdataan, anak-anak tersebut masih mendapat pembatasan-

pembatasan.15 

                                                        
14Pahlefi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 

…Loc.cit. 
15Rossy Novita Khatulistiwa, “Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia,” Jurnal 

HukumJurnal Hukum, 2013, hlm 3. 



Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang 

sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasari atas 

adanya suatu perkawinan yang sah, dalam arti keturunan yang lahir 

sebagai akibat perkawinan yang sah disebut anak sah.16 Anak yang 

dilahirkan dari suatu perkawinan menurut hukum perkawinan 

mempunyai kedudukan yang sangat penting. Seorang anak yang sah 

ialah anak yang dianggap lahir (secara agama dan administratif) dari 

perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak 

dalam agama Islam sangat menentukan ada atau tidaknya hubungan 

kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki. 

Kedudukan anak tidak sah yang lahir di luar perkawinan sering 

menimbulkan permasalahan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

yang sah hanya diasuh oleh ibunya. Pada kenyataannya, anak-anak 

tersebut cenderung tidak mendapatkan perhatian pendidikan, 

kesehatan, bahkan nafkah lahir dan bathin dari ayah biologis dan 

keluarga ayahnya.17 Hal demikian tidak dapat diingkari dikarenakan 

menurut ketentuan hukum fikih dan hukum positif menyatakan bahwa 

anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan 

keluarga ibunya.  

Walaupun ada banyak peraturan perundang-undangan memberi 

jaminan perlindungan terhadap anak, namun kenyataannya dalam 

                                                        
16Martiman Prodjhohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia 

Legal Center Publishing, 2002), hlm 28. 
17Zakyyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hizfu Nasl,” Jurnal Yudisial Vol. 9 

No. (2016): hlm 196. 



pelaksanaannya masih terdapat hambatan seorang anak untuk 

mendapat jaminan perlindungan. Salah satu hambatan tersebut muncul 

dari peraturan perundang-undangan yang secara substansi tidak 

khusus mengatur tentang anak, tapi imbas dari pengaturannya sangat 

mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya hak-hak serta jaminan 

perlindungan anak. Salah satu pengaturan tersebut adalah Undang 

Undang Perkawinan. 

Berdasarkan alasan terlanggarnya hak asasi anak, Hj. Aisyah 

Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim (pemohon) 

memperjuangkan hak anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin 

Moerdiono untuk memperoleh pengakuan status anak dari Drs. 

Moerdiono,  mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 43 ayat (1) 

Undang Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi, yang dalam 

permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat 

1 Undang Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah merugikan hak 

konstitusional dari pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 B Ayat 1 yaitu 

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah” dan Ayat 2 yaitu “Setiap anak berhak 

atas kelangsungan serta tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi” serta Pasal 28 D Ayat 1 

UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, 



jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”. Norma hukum yang mengharuskan 

sebuah perkawinan dicatat tersebut telah mennyebabkan perkawinan 

yang sah dan telah sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma 

agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum negara, akibat dari 

tidak ada nya pencatatan perkawinan. Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) 

Undang Undang Perkawinan ini, menyebabkan suatu ketidakpastian 

hukum hubungan antara anak dengan bapaknya, sebagai akibat tidak 

ada legalitas adminstratif dari negara tentang adanya perkawinan 

kedua orangtuanya. Anak yang lahir dari perkawinan sah yang menurut 

agama, namun secara admintratif tidak tercatat, maka anak tersebut 

masuk dalam kategori anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

sehingga anak tersebut kehilangan hak keperdataannya untuk 

mengetahui asal-usulnya, seperti mendapatkan Akta Kelahiran dan 

identitas pribadi demi masa depan anak bersangkutan. Akibat lainnya 

juga menyebabkan beban psikis terhadap anak, karena tidak adanya 

pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia.18 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, 

menyatakan mengabulkan sebagian dari permohonan, yaitu:19 

Pasal 43 Ayat 1 UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

                                                        
18 Zakyyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hizfu Nasl.”…Loc.cit 
19Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, hlm.37  



keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai untuk 

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya”. 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal ini, tidak secara spesifik 

memaknai kata “diluar perkawinan”, apakah dalam arti luar 

perkawinan yang dialami pemohon, yaitu perkawinan sah secara 

agama namun secara administrasi tidak tercatat ataukah dalam hal 

sama sekali belum terjadi perkawinan di antara pasangan ibu dan 

bapaknya, sehingga putusan ini menimbulkan multi-tafsir. Tetapi, 

bagaimanapun anak tersebut berhak mendapat status hukum sebagai 

anak dari seorang laki-laki yang menghamili ibunya tersebut.20 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai hukum dasar negara, dalam Pasal 24 C ayat (1) menyatakan 

bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Berdasarkan 

                                                        
20 Ibid 



kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, Putusan MK Nomor 

46/PUU-VIII/2010 sangat relevan untuk kewenangan menguji undang-

undang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar, yang dalam 

ketatanegaraan dinamakan judicial review.  

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk 

membuat/menciptakan norma baru, atau disebut sebagai positive 

legislator. Hal tersebut terlihat dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010, yang menciptakan  makna baru dari ketentuan Pasal 43 Ayat 

1 Undang Undang Perkawinan. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat 

final dan mengikat kepada seluruh masyarakat termasuk juga 

penyelenggara negara, dikarenakan tingkatannya setara dengan 

Undang Undang.21  Berbeda dengan pembuatan Undang Undang yang 

diciptakan akibat dari beragam permasalahan yang terjadi dalam 

masyarakat, keputusan Mahkamah Konstitusi tercipta akibat dari suatu 

situasi konkrit yang dialami seseorang (pemohon), yang merasa 

dirugikan terhadap pemberlakuan isi dari Undang Undang. Akan tetapi 

selengkap apapun putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi tetap 

terdapat kelemahan, yakni putusannya hanya melihat dari optic 

ketatanegraan belaka, tidak masuk pada ranah agama dan keyakinan.  

Sebagai contoh kerugian yang dialami oleh anak pemohon 

kemudian dinilai juga akan berpotensi menyebabkan kerugian 

konstitusional kepada banyak hak anak lainnya, jika norma dalam Pasal 

                                                        
21 Ibid 



43 ayat 1 Undang Undang Perkawinan tersebut tetap dipertahankan. 

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, tidak menyebutkan bahwa pasal 

tersebut bertentangan dengan UUD 1945, tetapi lebih kepada memberi 

solusi dalam memaknai pasal dalam Undang-Undang Perkawinan agar 

hak-hak anak yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 terpenuhi. 

Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa masyarakat 

dan seluruh penyelenggara Negara, dapat memaknai pasal 43 ayat (1) 

Undang Undang Perkawinan menjadi “anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya sepanjang tidak menghilangkan hubungan perdata 

dengan laki-laki sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

bahwa ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayah 

biologisnya”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan harapan 

kepada anak hasil perkawinan yang tidak sah, untuk mendapatkan 

pengakuan dari ayahnya. Namun, tetap saja putusan Mahkamah 

Konstitusi ini tidak dapat mengganggu gugat ketentuan hukum agama 

yang menegaskan bahwa anak luar kawin tidak mendapatkan hak 

mewaris, karena kedudukan pernikahan orang tuanya yang tidak sah, 

dan anak luar kawin bukan merupakan ahli waris. Perlindungan yang 

diberikan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin ini, 

diharapkan dapat berlaku efektif di masyarakat, meskipun pada 

kenyataanya dengan pengakuan status anak tersebut, bukan berarti 



pemulihan terhadap hak-hak lainnya seperti waris atau wali dapat 

otomatis dijalankan.  

Hal tersebut dikarenakan dalam struktur masyarakat Indonesia 

yang pluralistik, hukum yang mengatur mengenai waris sangat 

beragam dan memiliki kaidah dan nilainya sendiri, yang belum tentu 

sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini tentu saja 

menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kekuatan mengikat dari 

putusan Mahkamah Konstitusi sehingga mampu menimbulkan 

perubahan dalam pemikiran maupun perilaku masyarakat terhadap 

persoalan hak keperdataan anak yang lahir diluar perkawinan atas 

ayah biologisnya. 

Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas perkara pengujian UU 

Nomor 1 Tahun 1974 memilih menggunakan amar putusan bahwa pasal 

yang dimohonkan diuji tersebut, dinyatakan bertentangan secara 

bersyarat dengan Undang Undang Dasar 1945 (unconditionaly 

constitusional).22 Suatu norma akan menjadi inkonstitusional apabila 

dilaksanakan tidak sesuai syarat yang ditetapkan MK. Syarat yang 

dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah “sepanjang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah 

sebagai ayahnya”. 
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Syarat yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan 

keadaan hukum/norma baru yang harus ditaati masyarakat maupun 

penyelenggara negara pada saat melaksanakan ketentuan Pasal 43 

Ayat 1 Undang Undang Perkawinan. Pada hakikatnya Mahkamah 

Konstitusi, secara tidak langsung mencoba mengarahkan perilaku 

masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kaidah yang ditetapkannya. 

Pada saat masyarakat mengikuti kaidah hukum tersebut, maka saat 

itulah terjadi suatu perubahan sosial di masyarakat, dari yang awalnya 

tidak memberikan ruang bagi anak diluar kawin untuk mempunyai 

hubungan perdata dengan ayahnya, menjadi memberikan kesempatan 

kepada anak luar kawin untuk mempunyai hubungan perdata dengan 

ayahnya bahkan termasuk juga dengan keluarga ayah biologisnya.  

Kemampuan kaidah norma hukum untuk merubah perilaku 

masyarakat, menurut Soerjono Soekanto adalah dikarenakan kaidah 

hukum mempunyai pengaruh langsung terhadap lembaga-lembaga 

kemasyarakatan, yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang 

langsung antara hukum dengan perubahan sosial. Namun, tingkat 

keberhasilan dari putusan untuk dapat merubah masyarakat, sangat 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada studi kasus putusan Mahkamah 

Konstitusi ini, faktor yang perlu diperhatikan, agar pelembagaan dapat 



berjalan sukses adalah faktor yang berkaitan dengan hukum yang 

dijalankan oleh masyarakat.23 

Isi/substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan 

hubungan keperdataan seorang anak luar kawin dengan ayah 

biologisnya, lebih berhubungan dengan aspek spiritual kehidupan 

manusia, dikarenakan status hukum anak tersebut setelah ia mendapat 

hubungan keperdataan dengan si ayah, akan berpengaruh pada hak 

waris, perwalian dan hak-hak lainnya. Pengaruh agama adalah yang 

paling besar dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan 

kekeluargaan.  

Sebagai studi kasus penulis, berdasarkan Putusan Perkara Perdata 

Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, permasalahan yang timbul antara 

para penggugat selaku anak luar kawin namun telah di akui secara sah 

oleh orang tuanya, melawan tergugat yaitu saudara tiri dari para 

penggugat. Tergugat adalah istri dan anak hasil dari perkawinan ke 

dua ayah mereka. Duduk perkara perdata tersebut adalah, bahwa Alm. 

Surya Riyadi (Pewaris) yang merupakan keturunan Tionghoa dan pada 

saat meninggal beragama Islam, meninggal dunia pada tanggal 17 

Maret 2014. Pewaris semasa hidupnya telah melangsungkan 

perkawinan sebanyak tiga kali, perkawinan pertamanya pada tanggal 9 

April 1967 berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta 

tanggal 15 Mei 2013 dengan Alm. Cecilia Winny Wiardi yang 
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meninggal pada tanggal 5 Desember 2000, melahirkan empat orang 

anak, yaitu Rudy Djajasia Putra (Penggugat II), Rosana Riyadi 

(Penggugat III), Inneke Riyadi (Penggugat IV), serta Vonny Riyadi 

(Penggugat V) yang dicatatkan sebagai anak luar kawin diakui oleh 

Pewaris. Pernikahan keduanya pada tanggal 22 Juli 1980 dengan 

Nyonya Theresia Irawaty (Tergugat I), berdasarkan Akta Perkawinan 

yang sah, tercatat di Kantor Catatan Sipil, melahirkan dua orang anak, 

yaitu Dedy Riyadi (Tergugat II) dan Rosa Ria Riyadi (Tergugat III). 

Pernikahan ketiganya pada tanggal 30 Desember 2011, dengan Nonya 

Dian Wahyu Rahmi (Penggugat I) tercatat di Kantor Urusan Agama dan 

tidak memiliki anak. 

Adapun gugatan tersebut diajukan, dikarenakan Pewaris semasa 

hidupnya, tidak membuat Akta Pembagian Waris ataupun Surat 

Keterangan Waris, serta sebagaian harta peninggalan Pewaris dikuasai 

oleh Para Tergugat. Para Pengugat memohon Pengadilan untuk 

menetapkan harta peninggalan Pewaris kepada ahli waris Pewaris, 

yaitu bagian masing-masing ahli waris sama besar atas seluruh harta 

waris peninggalan Pewaris, atau sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, maka pengadilan 

mengeluarkan amar putusan sebagai berikut: 

1) “Menyatakan para penggugat dan para tergugat sebagai ahli 

waris yang sah dari Pewaris;”  



2) “Menyatakan harta benda sebagaimana telah disebutkan 

adalah merupakan harta waris;” 

3) “Menyatakan dan menetapkan bagian yang sama besar 

kepada masing-masing ahli waris atas seluruh harta waris 

Pewaris”. 

Berdasarkan duduk perkara tersebut,  perkawinan pertama yang 

di lakukan oleh Pewaris dilangsungkan pada tahun 1967, dimana belum 

terbentuknya undang-undang perkawinan, sehingga perkawinan 

pertama dari pewaris walaupun sah secara agama, namun secara 

negara tidak pernah tercatat, dan pewaris mengakui anak-anak dari 

perkawinan pertamanya. 

Hakim dalam memutuskan perkara haruslah adil, memberikan 

manfaat bagi masyarakat, serta berkepastian hukum. Bismar Siregar, 

seorang hakim di Indonesia, berpendapat bahwa apabila terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah 

yang harus terlebih dahulu di tegakkan. Demi menegakkan keadilan, 

maka kepastian hukum dapat di korbankan, sebab hukum hanyalah 

sarana, sedangkan keadilan adalah tujuannya. Senada dengan majelis 

hakim dalam kasus ini, putusannya lebih mengedepankan keadilan. 

Sama halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi 



yurispundensi untuk pemecahan masalah mengenai hubungan antara 

orang tua dan anak luar kawin.24 

Keputusan dalam studi kasus penulis, menyebutkan bahwa anak 

luar kawin dari pewaris mendapatkan bagian harta waris yang sama 

besar dengan anak sah dari pewaris. Hal ini berbeda dengan pemohon 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Machica Moehtar yang 

mengajukan gugatan hak waris untuk anak luar kawinnya dengan Drs. 

Moeerdiono dan ditolak oleh Pengadilan Agama, sehingga anaknya 

tersebut tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya.  

Hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam melihat status anak luar kawin adalah hukum adat. 

Dalam konteks hukum adat, di setiap daerah mempunyai pandangan 

yang berbeda-beda mengenai hubungan anak yang lahir di luar 

perkawinan dengan perempuan yang melahirkan ataupun dengan laki-

laki yang diduga ayah dari anak tersebut. Pengakuan anak diluar kawin 

dengan ayahnya akan berdampak pada hak-hak lainnya contohnya 

masalah waris. Hukum adat menurut garis keturunan (patrilineal atau 

matrilineal), sangat menentukan terutama dalam hal waris.  

Pasal 43 Undang Undang Perkawinan, secara jelas menyatakan 

bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketentuan 

pasal ini memiliki makna yang berbeda pasca putusan Mahkamah 
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Konstitusi, yang memberikan titik terang dalam ranah hukum 

perkawinan terutama mengenai pengakuan anak luar kawin. Pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi, hakim memberikan kesempatan pada 

seorang ibu dan anak luar kawin, untuk menuntut pengakuan atas ayah 

kandungnya melalui mekanisme dan pembuktian secara biologis 

dengan menggunakan tekhnologi atau alat bukti lain yang ada saat ini. 

Faktanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya 

menimbulkan hubungan keperdataan dalam bidang administrasi 

kependudukan, dalam arti hanya memberikan kesempatan bagi ibu 

anak luar kawin dan anak luar kawin untuk mendapatkan pengakuan 

dari ayah biologisnya, sedangkan mengenai pemenuhan hak-hak 

lainnya seperti kesejahteraan, kelangsungan hidup serta hak untuk 

mendapatkan harta peninggalan dari ayah biologisnya tidak diatur 

secara tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berlaku 

secara nasional menjadi suatu unifikasi hukum, karena pada 

prakteknya, masyarakat memegang hukum dan kaidahnya masing-

masing mengenai perlakuan terhadap anak luar kawin. Seharusnya 

putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan jawaban dan 

kebutuhan yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan, sehingga 

aspek kemanfaatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 menjadi yurispundensi yang mampu menjadi acuan 

mutlak dari seluruh kaidah dan pedoman yang dipegang masyarakat. 



Sehubungan dengan nilai agama yang dianut oleh masyarakat, 

yang sangat mempengaruhi kehidupan di masyarakat, menurut 

penulis, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

agaknya menjadi terkendala dalam pelaksanaannya, terkait memaknai 

hubungan perdata anak di luar kawin dengan ayahnya. Putusan 

Mahkamah Konstitusi ini juga menentukan pesyaratan dalam 

pelaksanan hubungan keperdataan dengan ayahnya, yaitu apabila 

dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan/tehnologi atau alat bukti 

lain sebagai ayah kandungnya. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak 

kendala dalam hal pembuktian, serta pemenuhan hak-hak lainnya dari 

anak luar kawin, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini secara lebih mendalam dengan judul penelitian 

“KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus 

Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/ PN.JKT.PST)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis bahas, maka 

dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja kendala hukum yang dihadapi anak luar kawin dalam 

rangka pembuktian status bahwa ia adalah anak biologis 

ayahnya? 



2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim tentang status 

anak dan hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak 

tercatat dalam perkara perdata Nomor 239/Pdt.G/2015 

PN.JKT.PST?   

3. Mengapa MK dalam putusan uji materiil MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010 tidak mempertimbangkan hak waris anak yang 

dihasilkan dari perkawinan yang tidak tercatat/didaftarkan ?  

4. Bagaimana porsi bagian harta peninggalan anak luar kawin 

yang secara biologis mempunyai hubungan darah dengan 

ayahnya? 

5. Bagaimana pengaturan hukum di masa yang akan datang 

terhadap status dan pembagian peninggalan anak luar kawin 

secara biologis mempunyai hubungan darah dengan ayahnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, yakni : 

1. Menganalisis mengenai kendala hukum yang dihadapi anak 

luar kawin dalam rangka pembuktian status bahwa ia adalah 

anak biologis ayahnya. 

2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim tentang status 

anak dan hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak 

tercatat dalam perkara perdata Nomor 239/Pdt.G/2015 

Pn.Jkt.PST. 



3. Menganalisis mengenai alasan MK dalam putusan uji materiil 

MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mempertimbangkan hak 

waris anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak 

tercatat/didaftarkan 

4. Menganalisis mengenai porsi bagian harta peninggalan anak 

luar kawin yang secara biologis mempunyai hubungan darah 

dengan ayahnya. 

5. Menganalisis pengaturan hukum di masa yang akan datang 

terhadap status dan pembagian peninggalan anak luar kawin 

secara biologis mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu 

pengetahuan untuk civitas akademika dalam bidang hukum perdata,  

perkawinan, anak luar kawin, harta peninggalan ataupun harta waris 

dan terkhusus dalam bidang Hukum Kenotariatan, sebab masalah harta 

perkawinan khususnya hak-hak mewaris menjadi pokok penting yang 

wajib di pahami agar dapat menjaga dan melindungi hak-hak orang 

yang terlibat di dalamnya. Dalam penelitian ini adalah hak-hak anak 

luar kawin yang selama ini terabaikan, dimulai dari hak untuk 

mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, pemenuhan 



kebutuhan serta kelangsungan hidup dari anak luar kawin, sampai 

dengan harta yang ditinggalkan untuk anak luar kawin tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu 

pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti Notaris dan PPAT, 

masyarakat yang masih belum memahami masalah anak luar kawin, 

terlebih mengenai status anak luar kawin yang berimbas kepada 

perbuatan hukum si anak tersebut serta pihak-pihak lainnya yang 

terlibat dalam kepengurusan hak mewaris terhadap anak luar kawin, 

yaitu dalam hal pembuatan Akta Pernyataan, Akta Pengakuan Anak 

Luar Kawin, Surat Keterangan Waris, serta Akta pemisahan dan 

Pembagian Harta Peninggalan. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Grand Theory 

Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai 

Grand Theory. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua 

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang 

membuat individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah dikarenakan dengan adanya 

aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja 

yang boleh dibebankan/dilakukan oleh Negara terhadap individu. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1552662661154799924#_ftn4


Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik 

yang bersumber pada aliran pemikiran positivistis di dunia hokum. 

Ajaran ini lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang 

mandiri, karena  hukum hanyalah kumpulan aturan. Bagi penganut 

aliran ini, tujuan hukum hanyalah sekedar menjamin 

terwujudnya kepastian hukum. 

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa demi mencapai 

ketertiban diharapkan adanya kepastian hukum dalam pergaulan 

manusia di masyarakat, karena tidaklah mungkin manusia dapat 

mengembangkan bakat serta kemampuan yang diberikan Tuhan 

kepadanya secara optimal, tanpa adanya kepastian hukum dan 

ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, seperti yang tercantum 

dalam ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, 

yang dapat mengandung arti bahwa dalam penegakan hukum terdapat 

3 (tiga) unsur, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.25 

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat mengetahui 

kejelasan akan hak dan kewajiban nya di mata  hukum. Tanpa adanya 

kepastian hukum, seseorang tidak akan mengetahui apa boleh atau apa 

yang dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan 

melalui norma yang jelas dalam suatu undang-undang. Dapat dikatakan 

                                                        
25Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama 

Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 2000), hlm 3. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/


bahwa kepastian hukum itu harus tepat hukumnya, subjek dan objek 

serta ancaman hukumannya.26 

Kepastian hukum di perlukan untuk mewujudkan kesejahteraan 

dan keadilan bagi setiap masyarakat, hukum di bentuk untuk 

memberikan kepastian, dan kepastian itu sangat di perlukan agar dapat 

memberikan jawaban atas semua persoalan yang berkembang di 

masyarakat, khususnya masalah pengakuan anak luar kawin dan 

pemenuhan kebutuhan hidupnya, serta penerapan pemberian harta 

peninggalannya, sehingga  di perlukan suatu rujukan yang tepat atau 

norma yang kuat agar dapat mewujudkan kepastian hukum yang 

mengikat, yang mempunyai nilai kemanfaatan bagi para pihak yang 

merasa terabaikan hak-haknya. 

Teori kepastian hukum sangat berkaitan dengan permasalahan 

pembagian dan penentuan harta peninggalan untuk anak luar kawin. 

Selama ini anak luar kawin masih terabaikan haknya, walaupun 

sebenarnya anak luar kawin tidak memilih untuk berada posisi seperti 

itu. Oleh sebab itu, dengan adanya kepastian hukum setidaknya dapat 

memberikan harapan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hak 

mereka dan di akui keberadaannya secara hukum. 

2. Middle Range Theory 

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan sebagai Middle 

range Theory. Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai 

                                                        
26 Mochtar Kusumaatmadja,… Ibid. 



keadaan yang akan diwujudkan oleh hukum. Upaya mewujudkan 

keadilan dalam hukum tersebut adalah proses yang dinamis yang 

membutuhkan waktu yang lama. Orang bisa saja menggangap keadilan 

sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai 

suatu persoalan universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, 

dan lingkungan, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau 

sekelompok orang saja. Atau orang mengganggap keadilan sebagai 

pandangan pribadi yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-

besarnya bagi dirinya.27 

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan sebagai suatu pemberian 

hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles juga 

membedakan hak persamaan itu sesuai dengan hak proposional. 

Kesamaan hak di pandangan manusia adalah dalam suatu tempat yang 

sama. Hal ini dapat diartikan bahwa semua orang atau setiap warga 

negara adalah sama di hadapan hukum. Kesamaan yang proposional ini 

memberikan setiap orang apa yang sudah menjadi haknya sesuai 

dengan kemampuan dan prestasi yang dilakukanya.28  

 

                                                        
27Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung: Nuansa 

dan Nusamedia, 2004), hlm 239. 
28Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 

1995), hlm 96. 



Teori Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi tiga, yaitu :29 

a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama kepada semua 

orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu 

artinya semua orang harus dilindungi serta tunduk pada hukum 

yang ada secara tanpa pandang bulu; 

b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang 

yang satu dan yang lainnya, atau antara warganegara yang satu 

dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif merupakan 

hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga 

yang lain; dan 

c. Keadilan distributif, keadilan yang berkaitan dengan 

masyarakat, dan suatu distribusi yang adil yaitu distribusi yang 

di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan 

dengan orang yang menjadi sasaran dari distribusi itu. 

Hans Kelsen berpendapat, bahwa hukum sebagai tatanan sosial 

yang dapat dinyatakan secara adil apabila dapat mengatur perbuatan 

manusia, dengan cara yang memuaskan, sehingga menemukan 

kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini mempunyai sifat 

bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui melalui aturan-

                                                        
29Aristoteles, Politik, ed. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 

2016), hlm 123. 



aturan hukum yang menghimpun nilai-nilai umum, namun tetap 

memenuhi rasa keadilan dan kebahagian bagi tiap individu.30 

Teori Keadilan dipergunakan sebagai rujukan dalam mencari 

sumber permasalahan serta bagaimana mencari kebenaran dan 

pengakuan dari orang tua ke anak luar kawin untuk mendapatkan hak-

hak keperdataan serta hak mewaris, yang selama ini tidak pernah 

diperhatikan, serta dalam hal pembagian harta peninggalan orang tua 

nya, masing-masing anak memiliki bagiannya sesuai dengan stastusnya 

berdasarkan rasa keadilan. 

Hukum di bentuk tidak hanya sebagai peraturan yang semata-

mata memberikan arahan serta sanksi hukuman, hukum di bentuk 

untuk membuat tatanan baru pada setiap fenomena yang terjadi dalam 

masyarakat dengan cara memberikan kepastian dan kemanfaatan 

hukum yang tepat, seperti dalam hal pengakuan anak luar kawin, 

hukum seharusnya memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum, 

agar dapat menjadi patokan/pedoman dalam menimbulkan rasa 

keadilan bagi tiap anak luar kawin agar hak mereka terpenuhi sebagai 

selayaknya seorang manusia. 

3. Applied Theory 

Penelitian ini menggunakan Teori Keseimbangan sebagai 

Applied Theory. Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan 

                                                        
30Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” Jurnal Konstitusi Vol. 6, No 

(2009): hlm 35. 



keseimbangan antar kepentingan seseorang dalam masyarakat, 

sehingga mampu memperkecil timbulnya konflik. Peranan hukum di 

dalam kehidupan adalah untuk melindungi, memberi rasa aman, 

tentram serta tertib guna mencapai kedamaian dan keadilan bagi 

setiap orang.31 

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang bertujuan untuk 

menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum, 

sehingga dengan berlandaskan keseimbangan terciptanya 

kepentingan-kepentingan yang memiliki hubungan satu sama lain serta 

memiliki kesamaan antara pelaksanaan hak dan kewajiban antara satu 

sama lain. 

Asas keseimbangan dalam pembagian waris perlu di perhatikan 

terutama dalam permasalahan yang menyinggung pembagian harta 

peninggalan untuk anak luar kawin. Waris merupakan hak mutlak dari 

ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya sesuai porsi. Asas 

keseimbangan perlu di terapkan untuk menjaga kedudukan hak dari 

ahli waris yang nantinya akan mendapatkan harta peninggalan dari 

pewaris. Harta waris adalah hak sehingga dalam pembagiannya perlu 

di laksanakan secara seimbang karena berkaitan dengan kepentingan 

hak pihak-pihak yang terkait. 

                                                        
31CST.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1986),hlm 40. 



Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, menegaskan bahwa: 

1) “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya 

sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang 

sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir”.  

2) “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Anak tetap berhak:”  

a) “bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara 

tetap dengan kedua Orang Tuanya;”  

b) “mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan 

dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari 

kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, 

dan minatnya;”  

c) “memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang 

Tuanya; dan”  

d) “memperoleh Hak Anak lainnya” 

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang di titipkan pada 

orang tua, anak tak pernah dapat memilih dari keluarga mana ia 

dilahirkan, serta bagaimana kedudukan/status nya ketika ia lahir, oleh 

sebab itu, maka pengakuan status terhadap anak luar kawin memang 



sangat di butuhkan demi menjamin agar hak-hak dari anak tersebut 

terpenuhi. Anak juga memiliki hak atas harta peninggalan orang 

tuanya. Masalah pembagian harta peninggalan harus lah memenuhi 

keseimbangan, sehingga keadilan dapat di ciptakan dalam 

mendapatkan bagian dan porsinya masing-masing. 

F. Kerangka Konseptual 

Dalam membedah permasalahan ini peneliti menggunakan 

konsep-konsep yang digunakan dalam pembahasan, antara lain : 

1) “Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.” 

2) Anak Luar Kawin, merujuk pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan 

bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

dari perkawinan yang sah”. Serta Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila 

dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku”. Maka dari kedua 

pasal dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Anak Luar Kawin adalah anak yang lahir tidak 

didalam atau bukan akibat dari perkawinan yang sah yaitu 

perkawinan yang dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.  



3) Ahli waris, adalah “orang yang berhak mendapat bagian dari 

harta orang yang meninggal”. 

4) Pengakuan Anak adalah “Pengakuan secara hukum dari seorang 

ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan 

perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, 

pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara 

anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak 

menimbulkan hubungan perdata antara ayah kandung dengan ibu 

kandung”. Pengakuan tersebut berupa Akta Pengakuan atau dapat 

juga berupa Akta Kelahiran yang menyebutkan nama ayah 

biologisnya. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui 

sesuatu secara sistematis, di mana metode tersebut dipakai untuk 

memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. 

Metode secara umum, dapat dirumuskan sebagai suatu kemungkinan 

yang digunakan untuk melakukan penelitian dan penilaian, suatu tehnik 

umum bagi ilmu pengetahuan serta suatu cara tertentu untuk 

melaksanakan prosedur tertentu. Metode pada intinya untuk 

memberikan pedoman, mengenai cara-cara seorang ilmuwan 



mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang 

dihadapinya.32  

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam 

penulisan tesis ini adalah tipe Penelitian Normatif. “Penelitian 

Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber 

data sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu 

hokum”.33 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian dilakukan penulis adalah dengan 

menggunakan deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis 

merupakan metode penelitian dengan  menggunakan cara 

pengumpulan data-data sesuai dengan apa yang sebenarnya 

kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk 

dapat memberikan gambaran tentang masalah yang ada. Suatu 

penelitian Deskriptif, bertujuan untuk memberikan data yang 

seakurat mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya.34 

 

 

 

                                                        
32Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, 1986), hlm 5. 
33Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 24. 
34Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm 10. 



3. Pendekatan Masalah Penelitian 

a. Pendekatan Undang-undang (statute approach) 

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara 

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada 

hubungannya dengan isu hukum yang sedang diteliti.35 

Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum 

normatif berguna baik secara praktis maupun akademis. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang terbentuk di dalam ilmu hukum, 

dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-

doktrin tersebut, peneliti akan mendapati ide-ide yang 

memunculkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep 

hukum, serta asas-asas hukum relevan dengan isu yang 

dihadapi.36 Pemahaman mengenai pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan bahan acuan 

bagi peneliti dalam membentuk suatu argumentasi hukum 

untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi. 

c. Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan Kasus (case approach) merupakan salah satu 

jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative. Penulis 

mencoba menelaah kasus perkara perdata nomor 

                                                        
35Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 93. 
36 Peter Mahmud Marzuki,…Ibid. 



239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, yang penulis coba bandingkan 

dengan putusan MK. Dengan menelaah kasus tersebut, 

penulis berharap akan lebih mempertegas pelaksanaan dari 

hasil keputusan tersebut dalam kehidupan masyarakat.  

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Mencermati permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis 

mencari sumber bahan hukum penelitian dengan menggunakan 

Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data yang umumnya 

telah dalam keadaan siap terbuat (ready made) sebagai acuan 

berfikir dalam merangkai argumentasi dalam persidangan sebagai 

refensi dalam memberikan pendapat hukum.37 

Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3, yaitu :38 

1) Bahan Hukum Primer, dalam penulisan ini menggunakan 

bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan, catatan resmi, ketentuan-ketentuan dalam hukum 

agama,  serta putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan-

bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Undang-Undang Dasar 1945;  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;   
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d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; 

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam; 

h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST 

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum untuk 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 

yang biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori 

yang diperoleh dari meliputi literatur hukum, hasil 

penelitian, artikel ilmiah ataupun website yang berhubungan 

dengan penelitian, termasuk juga wawancara dengan 

narasumber sebagai pendukung dalam memberikan 

informasi untuk memperjelas bahan hukum primer; 

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang 

memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Contohnya, kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif; 



5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan bahan hukum dimulai dengan menginventarisasi, 

mengoleksi dan mengorganisasi bahan-bahan hukum ke dalam 

suatu sistem informasi, sehingga dapat memudahkan pengumpulan 

bahan-bahan hokum, dengan cara pencatatan terhadap sumber-

sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

selanjutnya dilakukanlah inventarisasi bahan-bahan hukum yang 

relevan. Bahan-bahan hukum tersebut diambil dari penelitian 

Pustaka (library research) dan Penelitian Perundang-Undangan 

(statute approach). Pengertian penelitian Pustaka (Library 

Research), yaitu data kepustakaan yang didapatkan melalui 

penelitian kepustakaan yang sumbernya dari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan 

hasil penelitian.39 Sedangkan penelitian perundang-undangan 

(statute approach), yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dengan cara menemukan peraturan Perundang-Undangan yang 

berkaitan dengan isu yang dibahas.  

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pengertian dari analisis bahan hukum yaitu pengolahan bahan 

hukum yang didapatkan, baik dari penelitian pustaka ataupun 

penelitian lapangan. Diawali dengan penelitian terhadap bahan 

hukum primer, mengumpulkan kelengkapannya dan kejelasannya 
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untuk dikelompokkan sehingga dapat disusun secara sistematis 

serta konsisten yang bertujuan untuk memudahkan melakukan 

analisis. Bahan hukum primer yang terlebih dahulu di koreksi guna 

menyelesaikan bahan yang paling berhubungan dengan rumusan 

masalah yang ada, lalu dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder 

yang diperoleh dari kepustakaan dipilih serta disusun secara 

sistematis, sehingga menjadi acuan dalam melakukan analisis.  

Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif 

analitis. Deskriptif maksudnya dengan memaparkan hasil penelitian 

yang bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang 

menyeluruh mengenai fakta yang ada kaitannya dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. Analitis artinya dari gambaran 

yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan analisis, sehingga 

dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari penelitian, yaitu 

untuk menelaah permasalahan sebagai mana yang telah 

dirumuskan dalam perumusan masalah. Analisis bahan-bahan 

hukum dalam penelitian ini, dilakukan secara analisis kualitatif dan 

komprehensif. Analisis kualitatif maksudnya dengan menguraikan 

bahan-bahan hukum secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang 

teratur, berurut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, 

sehingga memudahkan pemahaman bahan-bahan hukum dan hasil 

analisa. Komprehensif artinya, analisa dilakukan dari segala aspek 

sesuai dengan lingkup penelitian.  



7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan adalah kristalisasi dari fakta serta analisis yang telah 

dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.40 Oleh 

sebab itu teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, lebih 

banyak menekankan kepada bagaimana hasil penelitian yang 

menjadi hal utama, dapat menghasilkan jawaban dari rumusan 

masalah secara lebih jelas. Penulisan ini menarik kesimpulan 

secara deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan dari data-

data yang bersifat umum ke dalam data-data yang bersifat khusus.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40 Zainudin Ali,…Ibid. 
41Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar 

Maju, 2008), hlm 35. 
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